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1.

baHwa dalam rangka meningkatkan  pelayanan
kepgada wajib pajak/wajiib ratribusi dan
peringkatsan pandapatan asli = Daerah serta
efisiensi pelaksanaan pemungutan pajak Daarah,
retribusi Daerah, pandapatan Daerah lainnya dan
Pajak Bumi dan Bangunan, perlu disetiap Wilayah
Karja Rembantu Walikotamadya di - Surabaya
dibentuk Cabang Dinas Pendapatan Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;

bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud
pada huruf a ini konsidaran Menimbang, dengan
barpedoman kepada Keputusan Menteri Dalam
Negeri Komor 892 Tahun 1995 tentang Pembentuksn
Cabang Dinas Pendapatan Daarah Kotamadya Daerah
Tingkat 11 Surabaya maka perlu ditetapkan
Rembentukan, Organisasi dan Tatakerja Cabang
Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat I1 Surabaya dengan menuangkan kstentuan
dalam suatu Peraturan Daerah.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 1350 tentang
Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan
Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan
Daarah’ Istimewa Yogyakarta jo. Undang-undang
Nomor 2 Tahun 1885 ;

Undang-undang Nomor 11 Drt Tahun 1857 tentang
Peraturan Umum Pajak Daerah ;

Undang-undang Namor 12 Drt Tahun 1957 tentang
Peraturan Umum Ratribusi Dasrah ;

undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tantang Pokok-
pokok Pemerintahan di Daerah ;

Undang~undang Nomor 12 Tahun 1885 tentang Pajak
Bumi dan Bangunan ;

Paraturan Pemarintah Nomor 3 . Tahun 1957
tentang Penyarahan Pajak Negara kepada Daérah ;
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Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1885
tentang Pembagian Hasil Pajak Bumi dan Bangunan
antara Pemcrintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang
Susunan Organigasi Departemen, sebagaimana
telah diubah terakhir dangan Keputusan Presiden
Nomor 25 Tahun 19890 ;
Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tantang
Jenjang Pangkat - dan Tunjangan Jabatan
Struktural ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun
1988 tentang Prosedur Penetapan Produk-produk
Hukum di Lingkungan Departemen Dalam Negeri ;

Kaputusan  Menteri Dalam Negeri Nomor 973~-442
Tahun 1988 tentang Sistem dan Prosedur
Perpajakan, Retribusi Daerah dan Pendapalan
Daerah Lainnya serta Pemungutan Pajak Bumi dan
Bangunan di 99 Kabupaten/Kotamadya Daarah
Tingkat 11 ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun
1988 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakarja
Dinas Pendapatan Daerah Tingksat II ;

Keputusan Menieri.Dalam. Negeri. Nomor 102 Tahun
1980 tentang Sistem dan Prosedur Perpajakan,
ﬂetr1busv Daerah dan Pendapatan. Daerah Lainnya
serta Pemungutan Pajak 8umi dan Bangunan di 9%
Kabupaten/Kotamadye Daerah Tingkat 11 Seluruh
Wilayah Indonesia ;.

Kaputusan Menterj Dalam Negeri Nomor 76 Tahun
1980 tentang Pedoman Pembentukan, Organisasi

dan Tatakerja Cabang Dinas Pendapatan . Daarah

Tingkat I1I ;

Kaputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun
1992 . tentamg Pedoman Organisasi.dan. Tatakeria
Dinas Daerah

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun
1894  tentang Bentuk Paraturaﬂ..nagrah dan
Peraturan Daerah. Parubahan

Xeputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun
1894 tantang Pola Organ:sagi Pemerintah  Daerah

dan. Wilayah. ;

Reputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun

19985 tnntang Pembentukan Cabang D:ngs
Pendapatan Qaerah kotamadya Daerah Tingkat 11
Surabaya ;

Peraturan Dasrah Kotamadya Daerah Tingkat 11
Surabaya HNomor 14 Tahun 1989 tentang Susinan
Organisasi dan Tatrakerja Dinas.  Pandapatan
Daearah. Kotamadya Daerah Tingkat 11 Surabaya,



Dengan Parsetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya
Daearah Tingkat IT Surabays.

Menetapkan

-
-

MEMUTUSKAN

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT I
SURABAYA TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN
TATAKERJA CABANG DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II SURABAYA.

BAR 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah 1ini yang dimaksud
dengan -

a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya
Daerah Tingkat 11 Surabaya ;

b. walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotama-
dya Kepala Dasrah Tingkat II1 Surabayas ;

¢. Dinas Pandapatan Daerah adalah Dinas Paendapatan
Daerah Kotamadya Daerah Tingkat 11 Surabava ;

d. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan
Daarah ;

e. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Pendapatan
Daesrah

f. Kepala Cabang OQinas adalah Kepala Cabang Dinas
Pendapatan. Daerah. ;

g. Pembantu Walikotamadya adalah Pembantu
Walikotamadya Surabays.

BAR 11
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daarah ini dibantuk
Prganisasi dan Tata.Kerja 5 {lims) Gabang Dinas
yaitu

- £azbang Dinas Surabaya Utara ;

. Cabang Dinas Surabayas Selatan.;
Cabang Dinas Surabaya Timur ;

- Gabsng Dinas Surabaya Barat ;.

. €abang Dipas Surabaya Tengah (Pusaty,

> an oD



BAB 1311
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

(1) cabang Dinas adalah Unsur pelaksana Dinas
Pendapatah Daerah yang wilayah kerjanya
meliputi 1 {satu) wilayah kerja Pambantu
wWalikotamadya ;

(2} cabang Dinas :dipimpin oleh saorang Kepala
Cabang Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya
berada di1 bawah dan bertanggung Jawab lTangsung
kepada Kepaia Dinas ;

{3) Kepala Cabang Dinas datlam malaksanakan
tugasnya harus melaksanakan koordinasi dengan
Pembantu Walikotamadya setempat.

Pasal 4

Cabhang Dinas mempunyat tugas melaksanakan
sabsgian tugas Dinas Pendapatan Daerah dan tugas-
tugas 1ain yang diserahkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 5

Untuk  menyedenggarakdn tugas  sebagaimana
dimaksud dalem pasal 4 Peraturan Daerah 1ini,
Cabang Dinas mempunyai fungsi

a. melaksanakan Kkebijaksanaan teknis, bimbingan,
pembinaan dan melakukan koordinasi teknis,
sarta tugas—-tugas lain, sesuai dangan
kebw:aksanaan yang ditetapkan olah Kepala Dinas
berdasarkan ' peraturan pesrundang-undangan yang
berlaku ;

b. melakukan pendaftaran dan pendataan wajib pajg
dah wajib Retribusi Daerah sarta obyek pajak
dan retribusi Daerah }

c. membantu melakukan pendaisan obyek dan subysk
Pajak Bumi dan 3angunan (PBB) yang dilaksanakan
oleh Direktorat Jendral Pajak/Direktorat Pajak
Bumi dan Bangunan dalam hal menyampaikan dan
manerima kembali Surat Pemberitahuan Obyek
Pajak {(SPOP) Wajib Pajak ;

d. malakukan pengh1tungan penetapan besarnya pajak
daerah dan retribusi Daarah :

e. membantu melakukan penyampaian Surat
Pamberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), Surat
Ketetapan Pajak (SKP), Surat Pembaritahuan
{8PT) dan sarana administrasi PBB lainnya, ysng
diterbitkan oleh Direktorat Jéndral Pajak,
xepada wajib pajak. serta membantu malakukah
penyampaian Daftar 'Himpunan Ketetapan Pajak
{DHKP) Pajak Bumi dan Bangunan {(PBB) yang
dibusat oleh Direhtorat Jendra1 Pajak kep#ﬁh
petugas pemungut PEB ‘yang berada dibawah
pengawasannya ;



i.

(1)

(1)

(2)
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menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), Surat
Ketetapan Pajak (SKP) pajak dan retribusi
Daerah serta pendapatan Daerah lainnya ;
melakukan penagihan, pembukuan dan pelaporan
atas pemungutan dan penyetoran pajak Daerah,
retribusi Daerah dan pendapatan asli Daerah
lainnya serta PB8B :

melakukan koordinasi dan pengawasan atas
pekerjaan penagihan pajak Daerah, retribusi
Daerah dan Pendapatan Asli Daerah lainnya sarta
PBB sepanjang dalam batas kewenangannya ;

melakukan urusan tata usaha.

BAB Iv
ORGANTSASI DAN URAIAN TUGAS

Pasal 6
Susunan Organisasi Cabang Dinas tardiri darij -

. Kepala Cabang Dinas ;

Urusan Tata Usaha ;

Sub Seksi Pendaftaran dan Pendataan ;
Sub Seksi Penetapan ;

- Sub Seksi Pembukuan dan Pelaparan, ;

» Bub Seksi Pepagihan ;

g, Kelompok jabatan fFungsional.

~hP DT

Ragan Organisasi dan Jata . Kerja Gabang Dinas
sebhagaimana taroqntum dalam Lampiran dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
RPaeraturan Daerah ini.

Pasal 7
Kepala Cabang Dinas mempunyai tugas :

a. memimpin dan melaksanakan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan
pasal 5 Peraturan Daaerah ini ;

b. maemimpin dan mengkoordinasikan kegiatan-
aparat Pelaksana dan 8taf Cabang Dinas.

Kepala Cabang Dinas dalam melaksanakan
tugasnya bearada_di bawah dan bartanggung jawab.
lTangsung kepada Kepala Dinas.
Pasal 8
Urusan Tata Ussha mempunyai tugas :
a;_me1akukag urusan .syrat, menyurat kears1pan,
rumah’ tangga, pembayaran gaji pegawai dan

.perjalanan dinas ;

by melaksanakan pengalqlaan kepegawaian ;



(2)

(1)

(2)
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c. melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan
peralatan ;
d. melaksarralizn pe.geloiaan keuangan

.
7

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan o1ah
"~ Kepala Cabang Dinas.

Urusan Tata Usaha dipimpin. oleh seorang Kepala

‘Urusan yang daizm melaksanakan tugasnya berada

di bawah dah bertanggung jawab langsung kepada
Kepala Cabang Dinas.

Pasal 9

Sub Seksi Pendaftaran dan Pendataan. mempunhyat
tugsas E '

a, malaksanakan pendaftaran dan pendataan
wajib pajak dan wajib retribusi Daerah dan
Pendapatan Asli Daerah lainnya ;

b. menghimpun dan mengolah data obyek . dan
subyek pajak dari wajib pajak dan wajib
retribusi Daerah melalui formulir Surat
Pemberitahuan {SPT) serta pemeriksaan
lokasi/Tapangan atau tembusan surat dinas
dati dnstansi lein dan pendapatan Paerak
lainhya

c. membantu. menyampaikan Surat Pemberitahuan
Obvek Pajak (SPOP) PBRB kepada para wajib
pajak dan -menecima kembali SPOR tensebut
dari para-wajib pajak ;

d. melaksanakan; tugas lain vang diberikan.oleh
Kepals £abang Dinas.

8ub: Seksi Pendaftaran dan Pendataan dipimpin
oleh. seorang Xepala Sub Beksi yang dalam
melaksanakan tugasnya herada di bawah dan
hertarcasung iawab lancsuag Fenada Kepala
Cabang Dinas.

Pasal 10
Sub.Seksi Penetapan mempunyai tugas :

a. melakukan penghitungan penetapan hesarnya
pajak Daerah dan retribusi Daerah j

b. melakukan penghitungan jumlah . angsuran
pemungut an/pembayaran/penyetoran ‘At AR
parmohonan.waiib pajak dan wajib retribusi
Daerah yang disetujui ;

c. mendistribusikan serta menyimpan arsip
sural perpajakan dap retribusi Raerah  yang
berkaitan-dengan-penetapan ;

d. menyampaikan Surat Ketetdpan Pajak (SKP)

pajak dan retribusi Daerah serta pendapatan
dasrah.lainnya : '
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(1)
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8. me]aksa"qkan tugas lain yang diberikan oleh
Kepals Cabanq Dinas

Sub Seksi Panetapan dipimpin oleh ssaorang
Kepala Sub 3eksi yang dalam melaksanakan
tugasnya berada di bawah dan bertanggung Jawah
langsung kepada Kspala Cabang Dinas.

Pasal 11

Sub Seksi Pembukuan dan Peslaporan mempunyai
tugas -

a. melakukan pencatatan mengenai penstapan dan
pensrimaan dari pemungutan/pembayaran/
penyetoran pajak- Daersh dan retribusi
Daerah ke dalam Kartu Jenis Pajak dan
retribusi Daerah dan Kartu Wajib Pajak . dan
retribust Daerah sarta ke dalam Kartu
Pengawasan Pembayaran PBB (KPPPBB) dan
Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) ;

b. malakukan pencatatan menganai penarimaan
~dan . pengeluaran benda barharga sarts
penerimaan uang dari hasil pemungutan bends
berharga ke dalam kartu Persediaan. B8enda
Barharga ;

c. mgnyiapkan laporan raalisasi penerimaan dan
tunggakan pemungutan/pembayaran/penyetoran
pajak:  Daerah dan’ retribusi -Daerah,
realisasi pene. imaan, pengeluzran .dan sisa
persediaan benda..berharga secara ‘hulansn,
triwulan  dan tahunan serta.realisasi
perarimaan dan tunggakan PBB ;

d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Cabang Dinas.

‘Sup Seksi Pembukuan dan Pelaporan dipimpin

oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam
melalisanakan tugasnya berada ibawah  dan
bertanggung  jawab langsung kepada Xepala
Cabang Rinas. ‘

Pasal 12

Sub Seksi Penagihan mempunyai tugas =2

a. melaksanakan  penagihan  pajak daerah,
retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Dasanrah
tainnya ;

b. melakukan koordinasi dan pengawasan atas
pekerjaan penagihan. pajak Paerah dan
retribusi Dasrah dan P@qdapatan Asli Daarah
layppya serta PBB .sesuai dengan katentian
yang berlaku ;

c. melakukan pelayanan kebaratan. dan
permcionan  banding sesuat  dengan batas
kewenangannya. ;



d. membhantu mendistribusikan Surat Pemberita-~
huan Pajak Terhitung {8SPPT), Burat Ketetap-
an Pajak {(8¥P) dan sarar= administrasi PBB
lainnya yang diterbitkan oleh Diresktorat
Jendral Pajak kepada wajib pajak, serta
mamhant u melakukan panyampaian Daftar
Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) PBB vyang
dibuat oleh Direktorat Jeandrai Pajak
kepada petugas pemungut PBB yang berada
dibawah pengawasannya

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Cabang BDinas.

(2) sub sSeksi Penagihan dipimpin oleh seorang
Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan
tugasnys berada di bawah dan bertanggung jawab
langsung kepada Kepala Cabang Dinas.

Pasal 13

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas
khusus sesuai bidang keahlian dan kebutuhan ;

(2) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud padsa ayat
(1} pasal 1ini terdiri dari sejumliah tenaga
dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi
dalam herbagai kelompck sesuyai bidang
keahliannya ;

(3} Setiap kelompok tzrsebut pada ayat (2). pasal
ini dipimpin oleh seorang tenaga fungsional
senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dan.
bertanggung jawab kepada Kepala Cabang Dinas :

(4) Jumlah tenaga Fungsional tersebut . pada ayat
{2) pasal ini dltentukan berdasarkan kebutuhan
dan beban kerja ;

(5) Pembinaan terhadap tenaga Fungsional diTakukan
sesuaj dengan peraturan perundang-~-undangan
yang berlaku.

BAR V
TATA KER.JA
Pasal 14

Datam melaksanakan tugagnya, Cabang Dinas
mendapat pembinaan teknis fungsicnal darj Dinas
Pendapatan Daerah.

"Pasal 15

(1) palam melaksanakan tugasnya, Kepala Cabang
Dinas harus menerapkan prinsip-prinsip
koardinasi,  integrasi, sinkronisasi . dan
31mp11f1kas1 baik dalam 1ingkungan Cahang
Dinas maupun dangan instansi~instansi Tlain
diluar Cabang Dinas, sesuai bidang tugasnya ;



(2) Kepala Cabang Dinas melaksanakan tugasnya
berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oileh
Kepala Dinas

(3) Kepala Cabang Dinas wajib memberikan petunjuk-
petunjuk, membimbing dan mengawasi pekerjaan
unsur—unsur pembantu dan peiaksana yang berada
dalam 1ingkungan Cakang Dinas.

BAR VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN

Pasal 16

{1) Kepala Cabang Dinas diangkat dan diberhrntikan
oleh Kepala Daerah satelah mandapart
persetujuan Gubernur Xepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur ; '

(2) Kepala (rusan dan Kepala Sub Seksi diangkat
dan berhentikan oleh Kepala Daerah atas usul
Kepala Dinas '

{3) Kelompok jabatan Fungsional diangkat dan
diberhrntikan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.

Fasal 17

(1) Jabatan  Kepala Cabang Dinas tidak bolebh.
dirangkap ;

(2) Apabila Kepala Cabang Dinas berhalangan
didatam menjaTankan tugasnya, maka Kepala
Cabang Dinas dapat menunjuk Kepala Urusan atau
salah satu Kepala Sub Seksi untuk mewakili.

BABR VIY
KEUANGAN

Pasal 18

Keuangan  untuyk pembiayaan kegiatan .Cabang
Dinas disediakan dari Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Dinas Pendapatan Daerah.

\ BAB  VIIT
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 19

Nnengan berlakunya Peraturan Daerah ini,
Keputusan Walikotamadyva Kepala Daerah Tingkat II
Surabaya Nomor 197 Tahun 1889 tentang Pembetnukan,
Susunan Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas
Pandapatan Daerah Kotamadya Daerah Tipgkat I
surabaya yang diumumkan dalam Lembaran Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Surabsya Tahun 1989
Seri .B3 tanggal 28 September 1988 Neomor 197,
dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
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Pasal 20

Peraturan Daerah 1ini mulai berlaku pada
tanggal diundangkan.

Agar semua arang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Paraturan Daerah thi dangan
penampatannya dalam Lembaran = Daerah Kot amadys
Daerah Tingkat 11 Surabaya.

Ditetapkan d1 : S UR ABA Y A

Pada Tanggal : 18 Maret 1996
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT I1 SURABAYA TINGKAT 1T SURABAYA
Ketua,
ttd. ttd.
HARJOS(O SOEPENO H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

KOLONEL CHB.NRP.22021

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa
Timur tanggal 26 Juli 1998 Nomor 376/P Tahun 189386,

An. Gubernur Kepa1é-Daerah
Tingkat I Jawa Timur
Asisten Ketataprajaan

ttd.
prs. SOENARJO

Pembina- Utama Muda
NIP.- LE10- “RAD. 479

Diundangkan dadam LembaranDaerah .Kotamadya Baerah Tingkat
11 Surabaya Seri c Tahun 1998 tanggal 7 Agustus 1898 Nomor 4/C.

An., WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT Il SURABAYA

Pih: Sekretaris Kotamadya: Daerah
Fingkat 14 Surabaya

ttd.
rs.H.SAMSUL HADISIWOYO MS.

~_ :Pembina:
KIP. 510-037 256

Salinan sesuai dengan asli
An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya

e T e

v

,?a%ﬁ?ﬁffﬁa Bagian Hukum
> ‘._ E Ay !




PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH XOTAMADYA DAERAH TINGKAT I1 SURABAYA
NOMOR & TAHUN 1936
TENTANG
PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA
CABANG DINAS PENDAPATAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT I SURABAYA

PENJELASAN UMUM

Paraturan Daerah ini mengatur tentang Pembentukan,
Susunan Organisasi Dan Tatakerja Cabang Dinas pendapatan
Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Dengan semakin meningkatnya volume pekeriaan dan beban
tugas di bidang pengeloliaan pajak Dasrah, retribusi Daasrah dan
pendapatan Daerah Tainnya serta P8es seiring dengan
perkembangan penyelenggaraan pemerintahan d daerah,
sehubungan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45
Tahun 13982 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan titik
berat pada Daerah Tingkat 1I1I, diperiukan perangkat yang
memadai dan mampu melaksanakannya.

Dinas Pendapatan ©Daerah Kotamadya Daerah Tingkat 11
Surabaya sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 14 Tahun 1889
adalah unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang Pendapatan
daerah. Dengan semakin meningkatnya jumlah wajib pajak dan
wajib retribusi daerah vyang diakibatkan oleh berhasiinya
cembangunan dan pemenintahan di dalam Wilayah Kotamadya Daerah
Tingkat IT Surabava serta sebagai konsekwensi samakin
banyaknya jenis urusan daerah yang diselenggarakan Pemerintah
Kot amadva Daerah Tinckat IT Surabava di pandang perlu
mengembangkan keberadaan 0Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya

Daerah Tingkat 1II Surabaya dengan membentuk Cabang Dinas
Pendapatan Daerah hada setiap Wilayah Pembantu Waiikotamadya.

Perangkat Cabang Dinas Pendapatan Daerah vang dibentuk
terakhir dengan Keputusan Walikotamadya Kenpala Daerah Tingkat
11 Surabaya Nomor 197 Tahun 1989 adalah merupakan cikal hakal
keberadaan (Cabang Dinas Pendapatan Daerah, maka diparlukan
adanya Tandasan hukum yang lebih mantap tentang keberadaan
Cabang Dinas tersebuL dengan status. yang lebih jelas, yaitu
diatur dengan peraturan Daérah Kotamadya Daarah Tingkat 11
Surabaya sesuai dengan ketentuan ‘pasal 48 Uhdang undang  Nomor
5 Tahun 1994 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39_'Tahun
1992

Untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib’ pajak, wajib
retr1busa dan peningkatan Pendapatan Asli Daarah serta
efisivhsi dan efektifitas pelaksanaan pemungutan pajak Daerah,
retribusi Daerah, pendapatan daerah lainnya serta Pajak Bumj
dan Banaunan, dengan berpedoman pada’ Keputusan Menter1 ‘Daiam
Nageri Nomor 92 Tahun 1985, Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 76  Tahun 1990, Surat Menteri Dalam Negpr1 tanggal 13
Cktober 19q5 ‘Nomor” 183 42/1349/SJ dan Surat Gubernur“~Kepala
Daerah Tingkat T Jawa Timur tanggal 4' Nopember 1995 Nomor
06111QS02/041/1995 per1ha1 Penyampa1an Keputusan Menteri Dalam
Neger1 Nomor 82 Tahiun~ 1392, maka d1t1ngkatkanlah kedudukan
Cahan Dinas, Pendapatan Daerah mengadi Vembaga yang
strukiural. Dengan ' perangkat® yang" ‘struktural diharapkan
pelayanan kepada masyarakat di bidang pendapatan daarah dapat
d1t1ngkatkan dan pembinaat karier pegawat darsd 1embaga yang

bersangkutan dapat berjalan lancar.



IT.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
pasal 1 s/d Pasal 2

Passal 4

Pasal 5 sfd Pasal 20

Cukup .Jelas.

Tugas-tugas yang dilaksanakan
Cabang Dinas pelimpahannya
diatur Tebhin lanjut oleh
Kepala Daerah.

Cukup ielas.



